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Abstract : Various efforts have been made to prevent corruption crimes, 
but they are still happening by certain individuals and institutions. Several 
former corruption convicts plan to register to become part of the legislature, 
including the DPR, DPRD, and DPD in the 2024 elections. Corruption can 
have a significant impact on society, politics, and the country's economy. 
Fiqh Siyasah's views related to former corruptors who want to return to 
office are discussed in this context. However, Article 240 Paragraph 1 letter 
g of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections does not prevent 
former corruptors from fighting in the General Election. 
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Pendahuluan 
Korupsi adalah tindakan tidak jujur atau kejahatan yang dilakukan 

oleh individu atau organisasi yang diberi kepercayaan dalam jabatan 
kekuasaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan ilegal atau 
memanfaatkan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Korupsi bisa 
meliputi berbagai kegiatan seperti suap, penjualan pengaruh, 
penggelapan, dan kadang-kadang dapat mencakup praktik yang sah di 
beberapa negara. 
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Korupsi politik terjadi ketika pejabat atau pegawai pemerintah 
menggunakan posisi resmi mereka untuk keuntungan pribadi. Fenomena 
korupsi ini tengah hangat diperbincangkan baik di media massa maupun 
media cetak. Mayoritas pelaku korupsi ini adalah pejabat negara yang 
seharusnya dipercaya untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, 
namun justru merugikan negara. Situasi ini sangat mengkhawatirkan 
bagi kelangsungan hidup masyarakat yang dipimpin oleh pejabat yang 
terbukti melakukan korupsi. Di antara mereka adalah calon Anggota 
Legislatif yang telah terbukti melakukan tindak korupsi. 

Terdapat beberapa tulisan yang membahas tentang isu korupsi, 
namun tidak ada yang membahas tentang bagaimana perspektif fiqh 
siyasah tentang para terpidana korupsi yang ingin menjadi pejabat di 
Indonesia. Di antara tulisan-tulisan tersebut adalah tentang pencabutan 
hak politik bagi para koruptor ditinjau dari sisi pembaharuan hukum 
Pidana Indonesia yang ditulis oelh yaris Adhial Fajiri, dkk.1 Tulisan 
lainnya adalah bagaimana publik memilih para pelaku korupsi di dalam 
pemmilihan umum seperti yang ditulis oleh Imam Fatkuroji, dkk.2 Tulisan 
Ratu Wida Widyaningsih Suhandi, dkk., tentang bagaimana sikap anti 
korupsi para calon anggota legislative dalam rangka penanggulangan 
tindak pidana korupsi3 dan terakhir tulisan Nu’man Aunuh, dkk., tentang 
bagaimana implementasi pencabutan hak pili mantar koruptor yang 
ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia. Di antara tulisan-
tulisan tersebut, tidak ada tulisan yang mirip dengan kajian yang akan 
menjadi titik fokus pada tulisan ini.   

 
Pembahasan dan Diskusi 
 
A. Terpidana Korupsi yang ingin menjabat kembali sebagai Calon 

Anggota Legislatif 
 

Banyak orang  yang disebut koruptor ingin mencalonkan diri 

 
1 Yaris Adhial Fajrin dan Ach Faisol Triwijaya, “Pencegahan Korupsi Melalui 

Pencabutan Hak Politik Sebuah Telaah Dari Perspektif Pembaruan Hukum Pidana 
Indonesia,” Pandecta Research Law Journal 15, no. 1 (15 Juni 2020): 53–63, 
https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.18744. 
2 Imam Fatkuroji dan Selvi Diana, “Pilihan Publik Dalam Serial Kasus Korupsi Kepala Daerah,” 

Integritas : Jurnal Antikorupsi 7, no. 2 (2021): 345–58, 

https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.799. 
3 “Sikap Anti Korupsi Bagi Calon Legislatif Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana 

Korupsi Di Indonesia Sebagai Wujud Bela Negara | Doktrin:Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan 

Politik,” diakses 8 Juli 2024, https://journal.widyakarya.ac.id/index.php/Doktrin-

widyakarya/article/view/1361. 

https://journal.tabayanu.com/index.php/tabayyun


Mehnaj Ayuda, dkk., Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Koruptor | 475 

 

 
https://journal.tabayanu.com/index.php/tabayyun 

lagi pada pemilu Legislatif 2024 dengan meningkatnya maksud atau 
dan tujuan tertentu yang tidak kita ketahui. Jika pencalonan tersebut 
didasari oleh keinginan untuk mengembalikan kepercayaan 
masyarakat dan sebagai bentuk permintaan maaf kepada masyarakat, 
maka harus dihargai. Namun jika pencalonan tersebut didasari oleh 
ketidakpuasan terhadap masa jabatan sebelumnya, maka yangterjadi 
adalah korupsi yang  terus berlanjut dan berdampak pada 
meningkatnya kekecewaan  masyarakat. Indonesai meluncurkan 
suatu rekan jejak yang dapat melihat suatu data dan informasi latar 
belakang calon anggota DPR.  

Dari data yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum 
(KPU), banyak para terpidana korupsi yang ingin menjadi calon 
anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
(DPR RI) tahun 2024. Mereka berasal dari berbagai partai politik 
dan daerah pemilihan di berbagai provinsi di Indonesia. Di 
antaranya berasal dari daerah Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan 
Barat dan lain sebagainya. Dari berbagai sumber yang 
dikumpulkan setidaknya yang tercatat ada lebih kurang 27 orang.  
Di antara para terpidana korupsi ada juga yang ingin menjadi 
calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di berbagai 
provinsi. Di antaranya di daerah Provinsi Bengkulu, Yogyakarta, 
Kalimantan Timur dan Riau. Setidaknya yang tercatat ada 7 orang. 
Ada juga yang mendaftarkan diri sebagai calon anggota Legislatif 
DPRD Tingkat Provinsi dan Kabupaten. 

 

B. Konsep dan Dampak Korupsi 
1. Dampak Korupsi bagi Masyarakat 

Apabila korupsi menjadi penyakit umum bagi setiap individu 
dalam masyarakat, maka hal ini akan mempengaruhi tatanan 
kehidupan dalam masyarakat yang tidak dapat dicegah oleh sistem 
sosial manapun. Setiap makhluk hidup dalam masyarakat pasti 
mementingkan kepentingan nya sendiri saja, serta dirinya sendiri.4 
Korupsi dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap 
pemerintah. Apabila situasi tersebut terjadi, maka minat masyarakat 
rela mengorbankan diri buat suatu perbuatan baik dan kemajuan 
komunitas akan merosot dan sirna. Robert Klitgaard menyadari 
bahwa korupsi terjadi karena individu yang dengan haknya 
menempatkan keperluan  diri lebih penting dari kebutuhan rakyat, 

 
4 M.Umer Chapra,Islam and Economic Challenge,USA:HIT and The Islamic 

Foundation, (1995),hal.220 
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serta mengkhianati janji-janji yang seharusnya diemban.5 Korupsi 
dapat mengganggu stabilitas umum diantaranya masyarakat, 
Seperti masyarakat yang melakukan demonstrasi untuk menuntut 
bahwa pelaku korupsi dijatuhi hukuman paling berat. Korupsi 
mengakibatkan kesenjangan yang signifikan dari berbagai 
kumpulan sosial dan suatu makhluk dalam hal berpendapatan, 
status, tahtah, dan aspek lainnya.6  

 
2. Dampak Korupsi terhadap Politik 

Korupsi jugal mendorong terjaldinyal politik ualng, yalng 
membualt oralng meremehkaln kejalhaltaln yalng merekal lalkukaln. Hall 
ini membua lt malsyalralkalt sulit untuk memilih pemimpin yalng 
dialnggalp malmpu membualt kebijalkaln yalng halna lyal berdalsalrkaln 
ualng. Pralktik korupsi yalng meraljallelal di dunial politik, seperti 
pemilu pemilu yalng tidalk aldil, perbualtaln yalng mengalkibaltkaln 
kecelalkalaln dallalm pemilu, kebialjalkaln moneter, daln sebalgalinyal, 
setal mengalkibaltkaln kehalncura ln pengumpulaln berbalgali pedalpalt, 
sebalb pemimpin yalng korup alkaln mengguna lkaln calral-calral 
kekeralsaln (diktaltor) untuk mempertalhalnkaln kekualsa lalnnyal.7  

Terkaldalng, penegalk hukum dialnggalp mendalpalt malnfalalt 
ketikal merekal kuralng bersedial bekerjal salmal dengaln individu 
korupsi yalng memiliki jalbaltaln daln staltus tinggi. Dallalm sistem 
penjalral , palral koruptor mendalpaltkaln keuntungaln dalri instalnsi 
yalng berbedal dalri malsyalralkalt . Untuk tindalkaln ini, negalral korup 
dipalndalng lemalh secalral hukum. Dallalm situalsi tersebut, 
malsyalralkalt alkaln kehilalngaln kepercalyalaln kepalda l pemerintalhaln 
sertal pengualsal merekal, sehinggal khallalyalk ralmali mungkin 
melalnggalr a lturaln yalng menentalng kehormaltaln alta lu talalt terhaldalp 
otoritals merekal.8  

 
3. Dalmpalk Korupsi terhaldalp Ekonomi Negalral 

Keualngaln aldallalh yalng mencalkup alrus malsuk daln kelualrnyal 

 
5 Robert Klitgaard, 1998, Memahami Korupsi, terjemahan Hermoyo, Yayasan 

Obor, Jakarta, hlm. Xix 
6 Mahathir Mohamad, 1986, The Challenge, Kuala Lumpur: Pelanduk Publication 

Sdn. Bhd., hlm. 144 
7 Susetiawan, 1997, “Harmoni, Stabilitas Politik dan Kritik Sosial”, Kritik Sosial 

dalam Wacana Pembangunan, Yogyakarta: UII Press, hlm. 17-18 
 
8Mahathir Mohamad, 1986, The Challenge, Kuala Lumpur: Pelanduk Publication 

Sdn. Bhd., hlm. 143; Syed Hussein 
Alatas, 1999, op.cit., hlm. 62-65 

https://journal.tabayanu.com/index.php/tabayyun


Mehnaj Ayuda, dkk., Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Koruptor | 477 

 

 
https://journal.tabayanu.com/index.php/tabayyun 

modall individu daln bisnis ba lhkaln di tingkalt regionall. Korupsi 
menyebalbka ln ketidalkseimbalng dallalm keualnalgn negalral.. Korupsi 
merugikaln pembalngunaln ekonomi sualtu negalra l.9 Jikal terjaldi 
penurunaln keualngaln negalral talnpal talnpal tralnspalralnsi yalng jelals,  
kemungkina ln besalr hall tersebut disebalbkaln oleh tindalkaln korupsi 
dalri palral pelalku yalng terlibalt. 

Koruptor dalpalt menghalmbalt pembalngunaln ekonomi sertal 
talhalpaln peralncalngalnnyal. Jikal aldal oknum yalng memotong dalnal 
untuk proyek yalng sudalh ditetalpkaln, hall ini dalpalt membualt allokalsi 
daln AlPBD menjaldi tidalk tepalt salsalraln, kalrenal dalnal tersebut halrus 
diallokalsikaln sebalgali pembalngun sesualtu yalng balru alkaln 
dipergunalka ln untuk memperbaliki proyek-proyek pembalngunaln 
yalng telalh galgall yalng dalnalnyal disunalt oleh oknum yalng korup. 
Jikal sualtu proyek ekonomi dikelolal dengaln sualtu sebalb korup, 
malkal alkibaltnyal perkembalngaln ekonomi tidalk tercalpali seperti yalng 
dihalralpkaln.10  

Korupsi dalpalt menyebalbka ln peningkaltaln utalng sualtu negalral 
kalrenal dalnal yalng sehalrusnyal digunalkaln untuk memenuhi 
kebutuhaln malsyalralkalt umum mallalh disallalhgunalkaln. Alkibaltnyal, 
negalral terpalksal melalkukaln pinjalmaln dalri negalral lalin, 
menciptalkaln situalsi di malnal pendalpaltaln malsuk daln kelualr tidalk 
seimbalng. 

b. Palndalngaln Fiqh Siyalsalh Terha ldalp Koruptor yalng ingin kemballi 
menjalbalt 

Menurut keputusaln Munals A llim Ulalmal Nalhdla ltul  paldal talhun 
2002, dallalm perspektif syalrialh, korupsi merupalkaln pengkhialnaltaln 
serius terhaldalp almalnalh ralkyalt. Dalri segi mekalnisme daln 
konsekuensinyal, korupsi dalpalt dialnggalp sebalgali tindalkaln 
pencurialn daln peralmpokaln. 

Munals NU talhun 2002 menyimpulkaln balhwa l hukumaln malti 
diperbolehka ln sebalgali kebijalka ln terhaldalp penjalhalt kelals kalkalp, 
pecalndu allkohol, pendukung kriminall, daln tindalka ln yalng bersifalt 
subvensif sehinggal mengalncalm kealmalnaln negalral daln lalinnyal. 

Menggunalkaln halsil korupsi sebalgali kepentingaln sendiri, 
saludalral, daln kehidupaln sosiall, sertal untuk pemba lngunaln falsilitals 
kealgalmalaln, tentu saljal malsih tetalp halralm. Hall tersebut salmal 

 
9 Tunku Abdul Aziz, 2005, Fighting Corruption: My Mission, Kuala Lumpur: Konrad 

Adenauer Foundation, hlm. 61 
10 Gerald M. Meier dan James E. Rauch, 2005, Leading Issues in Economic 

Development, ed. 8, Oxford: Oxford University Press, hlm. 508-509; 
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dengaln seseoralng yalng menggunalkaln halrtal dalri kegialtaln yalng 
dilalralng algalmal, seperti perjudialn, pencurialn, daln lalin-lalinnyal. 
Paldal halkekaltnyal, halrtal halnyal dihalsilkaln dalri kegialtaln yalng 
dihalralmkaln tidalk berhalk dipergunalkaln, meskipun untuk hall yalng 
positif. 11 

A ll-Qur'aln memalng tidalk menyinggung korupsi altalu pralktik 
lalinnyal yalng terkalit dengaln korupsi. Oleh kalrenal itu, korupsi 
dialnggalp sebalgali tindalkaln yalng melalnggalr normal, termalsuk 
alturaln, prinsip, daln nilali-nilali lalinnyal. Penulis mencobal 
menghubungkaln konsep korupsi sebalgali istilalh modern yalng tidalk 
secalral lalngsung disebutka ln dallalm All-Qur'aln, dengaln 
mengalitkalnnyal dengaln fenomenal korupsi yalng ditemukaln dallalm 
nalsh-nalsh (teks All-Qur'aln). Beberalpal haldis jugal menguralikaln 
tentalng tindalkaln korupsi, seperti "Alllalh melalknalt oralng yalng 
memberi sua lp daln yalng menerimal sualp dallalm urusaln hukum" (HR 
alt-Tirmidzi)12 daln "Balralngsialpa l yalng alku pekerjalkaln untuk sualtu 
pekerjalaln, lallu alku memberikaln upalhnyal, daln dial mengalmbil 
sesualtu di lualr upalhnyal, malka l alpal yalng dialmbilnyal itu aldallalh 
sualtu penipualn (halralm)" (HR Albi Dalud).13 

Ketidalkikutaln malntaln nalralpidalnal dallalm pilkaldal dalpalt 
menimbulka ln kekhalwaltiraln public,mengingalt keikutsertalaln malntaln 
nalralpidalnal kalsus korupsi da llalm pilkaldal alka ln memberikaln 
dalmpalk yalng tidalk balgus untuk pemimpin setempalt altalu 
malsyalralkalt kedepalnnyal. Alnggotal yalng mencallonkaln diri yalng 
mempunyali caltaltaln criminall, terutalmal yalng berkalitaln dengaln 
kecurigalaln oleh penduduk.. Penduduk alkaln berpendalpalt 
balhwalsalnya l malntaln nalralpida lnal yalng pernalh dihukum kalrena l 
mencallonka ln diri palsti alkaln diralgukaln dallalm menjallalnkaln 
tugalsnyal  dengaln balgus, tidalk a lmalnalh. 

Dallalm perspektif fiqh siyalsalh, korupsi merupalkaln 
pelalnggalraln terhaldalp hukum syalrialh.Yalng hall tersebut bertujualn 
mewujudkaln kemalslalhaltaln umalt malnusial yalng disebut dengaln 
malalshidussyalrialh. Dialntalralnya l yalng perlu diperhaltikaln aldallalh 
perlindunga lnnyal terhaldalp halrtal bendal dalri berbalgali bentuk 

 
11 Setiawan Budi Utomo, Fiqh Aktual, hlm. 21-22 
12 Muhammad ibn Isa ibn Sauroh ibn Musa ibn Dhohak at-Tirmidzi, Sunan 

Tirmidzi, (Mesir: Maktabah wa matbah mustafa al-Bani al-Halbi) Tahun 1975 M. 
No. Hadits 1336, Juz 3, 614. 

13 Abu Daud Sulaiman ibn As’as ibn Ishaq ibn Basyir ibn Sadad ibn Amr al-Ajdi 
as-Sijistani (Sunan Abi Daud), (Beirut: Maktabah al-Asriyah), T.thn, No Hadits 2943, Juz 
3, 134. 
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penyelewengaln daln pelalnggalra ln.  
A lturaln dallalm fiqh siyalsalh sertal memberikaln halrgal terhaldalp 

halrtal yalng diperolehnyal hinggal pembelalnjalalnnyal daln memberikaln 
tuntutaln alga lr daln perolehalnnyal berdalsalrkaln penggunalalnnyal daln 
menghalruskaln perolehaln halrtal dilalkukaln secalral etis dengaln sesuali 
dengaln syalrialt yalitu dengaln ketikaldalaln kalsus penipualn, tidalk 
memalkaln a ldal halsil yalng tidalk hallall, tidalk berkhialnalt, tidalk 
menggelalpkaln halrtal oralng lalin, sertal penghialnaltaln, begitu jugal 
peralmpalsaln halk milik oralng lalin, tidalk aldal pencurialn daln 
penipualn.14 

Pemilu tidalk halnyal terkalit dengaln kebutuhaln yalng melegtimalsi 
kekualsalaln Negalral, tetalpi jugal merupalkaln salra lnal pralktis balgi 
malsyalralkalt untuk mengekspresikaln diri sertal kebutuhaln didallalm 
balngsal daln negalral. Legallimalsi bekals nalpi yalng ingin menjaldi callon 
pesertalpemilu merupalkaln topic yalng salngalt sensitive daln perlu 
didiskusikaln. Dukungaln halrus diberikaln kepaldal nialt balik lembalgal 
penyelengga lral pemilu untuk mencalri callon terbalik dallalm pemilihaln 
kepallal daleralh daln umum. Nialt balik tersebut halrus berlalndalskaln 
paldal prinsip-prinsip hukum yalng berlalku, demi mencalpali tujualn 
hukum seperti kealdilaln, kemalnfa laltaln, daln kepalstialn hukum. 

Dalri sudut palndalng fiqh siyalsalh, halk untuk memimpin yalng 
dimiliki individu alkaln hilalng sebalb turunnyal hall dallalm morallitals 
(alkhlalk), yalng secalral teknis dalpalt dijelalskaln sebalgali pelalnggalr 
kepaldal ha ll-hall yalng disebut kealdilaln.Perubalha lnnyal aldal dual 
malcalm, yalitu:15 
a. Morall ya lng berubalh terkalit dengaln tubuh; yalitu jikal dial menuruti 

keingina ln altalu kebutuhaln fisik yalng berlebihaln, halsralt seksuall, 
daln secalral terbukal melalnggalr normal-norma l hokum Syalrialh. 
Dallalm kalsus seperti ini, imalm dalpalt diberhentikaln dalri 
jalbaltalnnyal. 

b. Perubalhaln etikal terkalit dengaln imaln, alrtinya l imalm memiliki 
pendalpa lt altalu pemikiraln yalng bertentalngaln dengaln aljalraln 
algalmal altalu mendistorsi pa lndalngaln tententu untuk menghalpus 
prinsip-prinsip yalng telalh disepalkalti. 

 
14 Ratna Sari, Larangan Pencalonan Anggota Legislatif terhadap Mantan 

Narapidana Kejahatan Seksual Terhadap Anak dan Korupsi Perspektif Fiqh Siyasah, 
Skripsi ( Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021), 61. 

 
15 Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, Fiqih Siyasah Doktrin dan Pemikiran 

Politik Islam, (Erlangga: PT Gelora Aksara Pratama, 2008), H.168 
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Selalin itu, kepemimpinaln dalpalt hilalng jikal terjaldinyal 
peruba lhaln paldal diri seseoralng, dallalm hall ini a ldal tigal hall: 
(1) hilalng indral jalsmalni; 
(2) kehilalngaln/rusalknyal orgaln tubuh, daln 
(3) hilalngnyal kelebihaln untuk melihalt daln menjaldi pemimpin 

balgi malsyalralkalt.16 
Sehinggal berdalsalrkaln aljalraln fiqh siyalsalh tersebut, dalpalt 

diketalhui balhwal alpalbilal seseoralng telalh melalkukaln sualtu 
kejalhaltaln, termalsuk tinda lk pidalnal korupsi, malkal halk untuk 
mencallonkaln dirinyal seba lgali pemimpin altalu kepallal daleralh 
alkaln hilalng. 

 
C. Klalsifikalsi Undalng-undalng tenta lng koruptor dallalm Pemilihaln Umum 
 

Palsall 240 alyalt (1) huruf g Undalng-Undalng Nomor 7 Talhun 
2017 tentalng Pemilihaln Umum mengaltur balhwal balka ll callon alnggotal 
DPR, DPRD provinsi, daln DPRD kalbupalten/kotal halrus memenuhi 
persyalraltaln berikut: 

 
Tida lk pernalh dipidalna l penjalral berdalsa lrka ln putusa ln pengaldila ln 
yalng telalh memperoleh kekua ltaln hukum teta lp ka lrenal melalkuka ln 
tindalk pida lna l yalng dia lnca lm dengaln pidalna l penjalra l 5 (limal) 
talhun a lta lu lebih, kecua lli seca lral terbukal da ln jujur 
mengemukalka ln kepaldal publik balhwa l ya lng bersalngkuta ln 
malnta ln terpidalna l. 

 
Paldal Pemilu 2019, KPU pernalh melalralng malntaln koruptor ikut 

pemilihaln legisla ltif yalng dialtur melallui Peralturaln KPU No. 20 Talhun 
2018. Dallalm Palsall 4 PKPU tersebut disebutkaln, palrtali politik tidalk 
boleh menyerta lkaln malntaln terpidalnal balndalr nalrkobal, kejalhaltaln 
seksuall terhaldalp alnalk, daln korupsi sebalgali balkall callon legislaltif. 

Lalralngaln malntaln koruptor tersebut menjaldi callon legislaltif 
kemudialn dibalta llkaln oleh Malhkalmalh Algung menjelalng Pemilu 2019 
kalrenal MAl menerimal 13 pengaljua ln uji malteri untuk menggugurkaln 
regulalsi tersebut. Dallalm putusalnnyal, MA l menyaltalkaln balhwal lalralngaln 
malntaln nalralpida lnal kalsus korupsi menjaldi callon legisla ltif bertentalngaln 
dengaln UU Pemilu. Dengaln aldalnyal putusaln uji malteri tersebut, malntaln 
nalralpidalnal korupsi dalpalt mencallonkaln diri sebalgali callon legislaltif 
dengaln syalralt yalng ditentukaln UU Pemilu. 

 
16 Ibid, Hal. 169 
 

https://journal.tabayanu.com/index.php/tabayyun
https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8784_1669787264.pdf
https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8784_1669787264.pdf
https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8784_1669787264.pdf
https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8784_1669787264.pdf
https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8784_1669787264.pdf
https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8784_1669787264.pdf
https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8784_1669787264.pdf
https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8784_1669787264.pdf
https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8784_1669787264.pdf


Mehnaj Ayuda, dkk., Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Koruptor | 481 

 

 
https://journal.tabayanu.com/index.php/tabayyun 

Dallalm putusaln tersebut MAl menuliskaln sejumla lh palndalngaln, 
beberalpal allalsa ln di alntalralnyal mengalitkaln lalralngaln itu dengaln Halk 
A lsalsi Malnusial terutalmal halk politik walrgal negalral untuk dipilih daln 
memilih hinggal allalsaln tumpalng tindih peralturaln. Sualtu alturaln hukum 
yalng balik daln benalr alpalbilal diberlalkukaln alkaln memberikaln malnfalalt 
kepaldal malsyalra lkalt untuk melalkukaln tindalkaln yalng benalr sehingga l 
perbualtaln dalri sallalh saltu individu dallalm malsyalralkalt tidalk merugikaln 
altalu melalnggalr kepentingaln oralng lalin di dallalm malsyalralkalt. Hall 
demikialn senalda l dengaln pendalpalt Hugo Grotius balhwal hukum aldallalh 
alturaln tentalng tindalkaln morall yalng mewaljibkaln alpal yalng benalr.17 

Tujualn dibentuknyal undalng-undalng untuk melindungi 
kepentingaln ma lsyalralkalt secalral umum, bukaln melindungi kepentingaln 
diri sendiri. Oleh kalrenal itu, dalla lm isi Palsall 240 Alyalt (1) huruf g 
Undalng-Undalng Nomor 7 talhun 2017 tentalng Pemilihaln Umum, 
terkalit membolehkaln eks nalralpidalnal korupsi untuk mencallonkaln 
legislaltif salngalt disalyalngkaln kalrena l dallalm Palsall 240 A lyalt (1) huruf g 
Undalng- Undalng Nomor 7 talhun 2017 tentalng Pemilihaln Umum 
tersebut membukal pelualng untuk malntaln nalralpidalnal mencallonkaln diri 
sebalgali alnggota l legislaltif, sedalngka ln negalral Indonesial menghalralpkaln 
pemerintalhaln yalng bersih dalri korupsi, kolusi daln nepotisme. 

Sementalra l itu, mengingalt tujualn balngsal Indonesial untuk 
memberalntals tindalk pidalnal korupsi di Indonesial alpalbilal terdalpalt 
Palsall 240 Alyalt (1) huruf g Undalng-Undalng Nomor 7 talhun 2017 
tentalng Pemiliha ln Umum malkal tujualn balngsal Indonesial tersebut untuk 
memberalntals tindalk pidalnal korupsi alkaln menjaldi sial-sial. Paldalhall 
korupsi itu sendiri merupalkaln penyelewengaln altalu penggelalpaln (ualng 
negalral altalu perusalhalaln daln sebalgalinyal) untuk kepentingaln pribaldi 
altalu oralng lalin.18 

Jikal diliha lt secalral umum, malsih balnyalk oralng yalng belum 
dijaltuhkaln salnksi pidalnal yalng malu malju untuk mencallonkaln diri 
menjaldi alnggota l legislaltif. Oleh ka lrenal itu, untuk alpal eks nalralpidalnal 
korupsi mencallonkaln dirinyal kemba lli menjaldi alnggota l legislaltif kallalu 
tidalk aldal tujualn tertentu. Tujualn tertentu inilalh yalng paltut didugal alkaln 
membalhalyalkaln kepentingaln oralng lalin malupun balngsal seperti 
melalkukaln korupsi kemballi secalra l dialm-dialm talnpal diketalhui oleh 
oralng lalin kalrenal dirinyal telalh berpengallalmaln dallalm melalkukaln 
tindalk pidalnal korupsi. 

Memalng a ldal jugal sebalgialn dalri eks nalralpida lnal ketikal telalh 

 
17 Mudakir Iskandar Syah, Ilmu Hukum Dan Kemasyarakatan, (Jakarta : Tata Nusa, 

2017), halaman 1 
18 Evi Hartanti, tindak pidana, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), halaman 9. 
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menjallalni salnksi pidalnal di lembalgal pemalsyalra lkaltaln, mereka l 
menginsyalfi perbualtalnnyal sehinggal kemballi ke jalla ln yalng benalr. 
Nalmun, hall yalng demikialn tidalk dalpalt diberla lkukaln secalral 
menyeluruh kepaldal eks nalralpidalnal terutalmal eks nalralpidalnal tindalk 
pidalnal korupsi, 

kalrenal di dallalm Baldaln Legislaltif ini alkaln berbalhalyal alpalbilal 
ditempaltkaln oleh eks nalralpidalnal korupsi kalrenal ketikal membualt sualtu 
undalng-undalng tentunyal ial alkaln membualt undalng-undalng yalng alkaln 
melindungi dirinyal sendiri talnpal melihalt kepentingaln oralng lalin altalu 
malsyalralkalt. Hall yalng demikialnlalh yalng halrus dihindalri kalrenal tidalk 
memberi malnfala lt terhaldalp malsyalra lkalt secalral umum. 

Menurut Kif Alminalnto, hukum pidalnal dipalndalng sebalgali sallalh 
saltu allternaltif untuk menalnggula lngi kejalhaltaln, malkal penegalkaln 
hukum pidalnal halrus dilihalt seba lgali balgialn dalri politik kriminall 
(criminall policy) yalng merupalkaln usalhal ralsionall dengaln tujualn alkhir 
“perlindungaln malsyalralkalt”.19 Dengaln demikialn, alpa lbilal Palsall 240 
A lyalt (1) huruf g Undalng-Undalng Nomor 7 talhun 2017 tentalng 
Pemilihaln Umum dikalitkaln dengaln pendalpalt Kif Alminalnto sudalh jelals 
isi dalri palsall tersebut bukaln merupa lkaln tujualn alkhir da llalm melalkukaln 
penalnggulalngaln kejalhaltaln seperti melindungi malsyalra lkalt, alkaln tetalpi 
dallalm Palsall 240 Alyalt (1) huruf g Undalng-Undalng Nomor 7 talhun 2017 
tentalng Pemilihaln Umum ini halnyal melindungi kepentingaln eks 
nalralpidalnal salja l. 

Politik hukum pidalnal Palsall 240 Alyalt (1) huruf g Undalng-Undalng 
Nomor 7 talhun 2017 tentalng Pemilihaln Umum terkalit membolehkaln 
eks nalralpidalna l untuk mencallonkaln legislaltif dilihalt dalri Undalng-
Undalng Nomor 12 Talhun 2011 tentalng Pembentukaln Peralturaln 
Perundalng- Undalngaln aldallalh isi malteri mualtaln dalri Pa lsall 240 Alyalt (1) 
huruf g Undalng-Undalng Nomor 7 talhun 2017 tentalng Pemilihaln 
Umum tidalk tepalt kalrenal telalh bertentalngaln dengaln Undalng-Undalng 
Nomor 23 talhun 1999 tentalng Penyelenggalralaln Nega lral Yalng Bersih 
Daln Bebals Dalri Korupsi. 

A lkibalt yalng terjaldi alpalbilal Palsall 240 Alyalt (1) huruf g Undalng- 
Undalng Nomor 7 talhun 2017 tentalng Pemilihaln Umum diberlalkukaln 
aldallalh mempermudalh eks nalralpidalnal korupsi untuk mengulalngi 
perbualtalnnyal melalkukaln korupsi di dallalm pemerintalhaln, 
menimbulkaln ketidalkpercalyalaln malsyalralkalt terhaldalp pemerintalh daln 
mempersulit Komisi Pemberalntalsaln Korupsi (KPK) dallalm menyelidiki 

 
19 Kif Aminanto, Politik Hukum Pidana 1 : Disparitas Putusan Hakim Dalam 

Tindak Pidana Korupsi, (Jember : Kata Media, 2017), halaman 50. 
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tindalk pidalnal korupsi yalng aldal di baldaln legislaltif. 
A lkibalt yalng terjaldi alpalbilal Palsall 240 Alyalt (1) huruf g Undalng- 

Undalng Nomor 7 talhun 2017 tentalng Pemiliha ln Umum ini 
diberlalkukaln tentunyal alkaln memberi pelualng terhaldalp eks nalralpidalnal 
terutalmal eks na lralpidalnal korupsi untuk mencallonkaln dirinyal sebalgali 
callon legislaltif sehinggal alkaln mempermudalh eks nalra lpidalnal korupsi 
untuk mengulalngi perbualtalnnyal melalkukaln korupsi di dallalm 
pemerintalhaln, dikalrenalkaln mereka l memiliki pengallalmaln daln pelualng 
lalgi untuk melalkukaln korupsi denga ln modus yalng berbedal. Alkibaltnyal 
tindalk pidalnal korupsi sulit untuk diberalntals di dallalm pemerintalhaln 
kalrenal eks nalra lpidalnal korupsi tersebut telalh mengeta lhui kelemalhaln 
dalri Palsall 240 Alyalt (1) huruf g Undalng- Undalng Nomor 7 talhun 2017 
tentalng Pemiliha ln Umum tersebut. 

Kalrenal itu sudalh sehalrusnyal politik hukum pidalnal Palsall 240 
A lyalt (1) huruf g Undalng-Undalng Nomor 7 talhun 2017 tentalng 
Pemilihaln Umum yalng alkaln daltalng tidalk digunalkaln lalgi kalrenal malsih 
balnyalk oralng yalng belum terjeralt salnksi pidalnal yalng malu 
mencallonkaln diri sebalgali callon legislaltif sebalb alpalbilal memberi 
pelualng kepalda l eks nalralpidalnal untuk melalkukaln alktivitals seperti 
oralng-oralng yalng belum dijeralt salnksi pidalnal malka l dikhalwaltirkaln 
nalralpidalnal tersebut alkaln berlindung di dallalm palsa ll altalu undalng-
undalng tersebut untuk membelal dirinyal. 

 

Kesimpulaln 
 
Korupsi memiliki beberalpal dalmpalk seperti terhaldalp malsyalralkalt 

yalitu dalpalt menimbulkaln kekecewalaln paldal malsyalralkalt. Terhaldalp 
politik yalitu dengaln terjaldinyal kecuralngaln dallalm pemilu. Terhaldalp 
ekonomi negalra l yalitu penguralngaln keualngaln negalra l dengaln begitu 
alkaln menghalmbalt pertumbuhaln ekonomi daln dalpa lt meningkaltkaln 
utalng negalral. Dallalm perspektif fiqh siyalsalh, korupsi merupalkaln 
peelalnggalraln terhaldalp hokum syalrialt daln dalpalt dilihalt balhwal 
jikalmseseoralng melalkukaln tindalk pidalnal, termalsuk korupsi, malkal 
halknyal sebalgali pengualsal altalu kepa llal daleralh alkaln dica lbut.  
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